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PUTUSAN
Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Smd.

a1l Gpan )l Al sy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
pendidikan , tempat kediaman di semula beralamat di KOTA
SAMARINDA dan saat ini beralamat di Jalan Barito No. 11, RT.22,
Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota
Samarinda, yang didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.
Hermanto ,S.H dan Akram Zaini, S.H, yang beralamat di Jalan Abdul
Wahab Syahrani No. 3, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan ,
tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, yang didampingi/diwakili
oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Aidiansyah, S.H, M.H, Nina
Mawaddah, S,HI, dan Sayyidatul Mu’minah, S,HI, selanjutnya

disebutsebagai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugatkuasanya

serta saksi-saksinya di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Februari 2016,
telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Samarinda, dengan register
Nomor:0354/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 24 Februari 2016, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri berdasarkan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 85/85/11/2002 tertanggal 31 Januari 2002 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda llir.

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama:

2.1.ANAK I, umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan
Akta Kelahiran Nomor : 2649/2002 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan
Saipil Kota Samarindatertanggal 1 Oktober 2002.

2.2.ANAK Il, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor :1109/UM/G/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil Kota Samarinda tertanggal 9 Mei 2007.

2.3.ANAK Ill, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki,berdasarkan kutipan Akta
Kelahiran Nomor: 6472.L.T.19112013-0041 yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kota Samarindatertanggal 20 November 2013.

3. Bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
percecokan yang mana disebabkan oleh prilaku Tergugat yang sering
marah-marah tanpa sebab dan bahkan Tergugat tidak segan-segan berlaku
kasar kepada Penggugat.

4. Bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat juga sering memarahi
Penggugat,apabila Penggugat mendatangi rumah orang tua Penggugat
maupun rumah saudara-saudara Penggugat,sehingga hubungan
Penggugatdengan orang tua maupun saudara-saudara Penggugat menjadi
terasa jauh.

5. Bahwa percecokan didalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah
berjalan bertahun-tahun dan Penggugat pun telah berusaha keras untuk
mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat,dengan
mengikuti kehendak Tergugat,akan tetapi sikap Tergugat yang sering
marah-marah dan bahkan berlaku kasar kepada Penggugat tak kunjung
berubah.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.SMA. e s 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
kecocokan lagi didalam membina rumah tangga, lebih banyak mudaratnya
daripada manfaat maka Penggugatdan Tergugat sepakat untuk mengakhiri
hubungan pernikahan dengan perceraian yang disaksikan oleh Orang Tua
Penggugat dan Orang Tua Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan
Kesepakatan Perceraian tertanggal 18 Februari 2016.

7. Bahwa terhadap anak- anak sebagaimana poin 2.2 s/d poin 2.3 tersebut
diatas telah disepakati berdasarkan surat pernyataan kesepakatan
perceraian tertanggal 18 Februari 2016 yaitu :

ANAK |, Umur 14 tahun ikutdengan Tergugat sebagai ayahnya.

ANAK I, umur 9 tahun ikutdengan Tergugat sebagai ayahnya.

ANAK Il, umur 3 tahun ikut Penggugat sebagai Ibunya.

8. Bahwa Terhadap nafkah dan biaya pendidikan ketiga (3) anak tersebut
diatas adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya,
sedangkan terhadap pemeliharaan maupun mendidik anak sampai dengan
mereka dewasa tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat
selaku orang tua, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak saling

membatasi didalam bertemu dengan anak — anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (RAHMAWATI BintiH.M.NURDIN JR);

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan
perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehatdan dengan upaya mediasi
dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs.
H. Hatpiadi. MH. akan tetapi usaha perdamain tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa tergugat
memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan persilisihan
dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

- Bahwa tergugat tidak membenarkan semua penyebab terjadinya
pertengkaran, yang benar adalah penyebabnya hanya masalah sepele
yang tidak dapat diselesaikan secara baik, Tergugat tidak pernah
memarahi dan melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarganya,
Kemudian juga menyetujui isi perjanjian damai mengenai pemeliharaan
anak;

- Bahwa tergugat tidak berkeberatan gugatan penggugat dikabulkan oleh

Majelis Hakim.

Bahwa selanjutnya dalam repliek dan dupliek baik Penggugat, dan atau
tergugat tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Samarinda ilir, Kota Samarinda Nomor
85/85/11/2002 Tanggal 21 Januari 2001, yang isinya menerangkan telah terjadi
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, potokopi tersebut bermeterai
cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi,

sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini,
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dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan
sebagai berikut:

Saksi I, SAKSI |, 71, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugatdan Tergugat, karena saksi adalah ayah
kandung Penggugat;

b. Bahwadalam pernikahan Penggugatdan Tergugat telah dikaruniai tiga
(3) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis sejak bulan Agustus 2015 tahun yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugatdengan Tergugat bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugatdikarenakan Tergugat yang sering marah-marah dan
bahkan berlaku kasar kepada Penggugat dan mengakibatkan sering
terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan februari tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama
lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

h. Bahwa saksi merasa tidak mampu lagi mendamaikan keduanya,

karena keduanya sama sama ingin bercerai;

Saksi Il, SAKSI II, 43, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;
b. Bahwadalam pernikahan Penggugatdan Tergugat telah dikaruniai tiga

(3) orang anak;
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c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak

harmonis sejak bulan Agustus 2015 tahun yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugatdengan Tergugat bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang sering marah-marah dan
bahkan berlaku kasar kepada Penggugat dan mengakibatkan sering
terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan februari tahun 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama
lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

h. Bahwa saksi merasa tidak mampu lagi mendamaikan keduanya,
karena keduanya sama sama ingin bercerai;

Bahwa kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan
mencukupkannya dengan saksi Penggugat, selanjutnya kuasa Penggugat dan
kuasa tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan
diajukannyaterhadap perkaraini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan
Agama Samarinda agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara

maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan
Penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008tanggal 31
Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda
bernama Drs. H. Hatpiadi. MH., akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan
kembali Penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat
telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan
adanya pertengkaran dengan Penggugat, hanya ada perbidaan penyebab
perselisihan dan pertengkaran serta tidak keberatan gugatan Penggugat
dikabulkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa pengakuan tergugat di persidangan merupakan alat
bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat dicabut kembali sesudah
itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan
Penggugat akan tetapi perkara aguo mengenai perceraian maka berlaku hukum
acara khusus, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti
yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukt
surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat
keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat pada tanggal 31 Januari 2002 sehingga harus dinyatakan telah
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 31
Januari 2002;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Lex Specialis derogat Generalis);
Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan

atau orang-orang yang dekat dengan Penggugatdan tergugat, Hal ini juga telah

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.SMA. e s 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
bernama masing-masing bernama SAKSI | dan SAKSI Il telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil -
dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan
realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana
yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat
dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan
dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pih ak
tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suamiisteri;

Menimbang, bahwa dari realita yang ada pada rumah tangga
Penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, Penggugat merasa
keharmonisan rumah tangga yang talah dibina sejak pernikahannya dengan
tergugat pada tanggal 31 Januari 2002 telah retak, akibat antara Penggugat
dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat yang sering marah-marah dan bahkan berlaku kasar kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat
karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat
memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangattidak sudi lagi hidup
bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan
kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk
mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghidari
peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat
perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti
beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian
majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat
sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga
Penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu
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perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah;
Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukii
rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan
gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f)
Pereturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;
Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi
Muhammad SAW. berbunyi :
Jra¥ 5y pay
Artinya:
"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."
maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahatbagi Penggugatdan
tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah
mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang
tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:
Al paldl) adle Glla lea s 1 A 55l dae ) pae 233NN
Artinya :
"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim
dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";
Pendapat Fugahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz
I hal 83:
el Sun g, 7 Oha Y g oa Lgd adly 2y alg | cpm g 30 Bl et (s (33Ul QUi Bl LR S
oLlilan 5, 5l s G5 B e wSay o oline e Y1 OY, £ s G Bsea gl Al
Al # 5
Artinya : “Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri

telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
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suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang

bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti
secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal
116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas,
Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan
Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setalah
bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Gugatan
Penggugat menuruthukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil s

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan
isi kesepakan berdasarkan surat pernyataan kesepakatan perceraian
tertanggal 18 Februari 2016 terhadap anak- anak yaitu:

ANAK |, Umur 14 tahun ikutdengan Tergugat sebagai ayahnya.
ANAK I, umur 9 tahun ikutdengan Tergugat sebagai ayahnya.
ANAK I, umur 3 tahun ikut Penggugat sebagai Ibunya.
- Bahwa Terhadap nafkah dan biaya pendidikan ketiga (3) anak tersebut

diatas adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya,
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sedangkan terhadap pemeliharaan maupun mendidik anak sampai dengan
mereka dewasa tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat
selaku orang tua, selanjuthya Penggugat dan Tergugat tidak saling
membatasi didalam bertemu dengan anak — anak.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda ilir, dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untukitu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 4 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Fathurrachman,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. Ali Akbar, S.H, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Nurhikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak kuasa

Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Drs. Ahmad Ziadi H. Ali Akbar, S.H, M.H.
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Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 225.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Samarinda, 11 Mei 2016
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.
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